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TENTANG

PEHUIYJT'KAIT BEHDAI{ARA PENGELUARAil PAI}A SATUAN I{ER.'A
BADAIIT ITESATUAS BAIIGSA, POLITTK DAII PERLIISDTIilGAIY

MASYARAKA? I{ABUPATEIT HALMAIIENA BARAT
TAIIUil AITGGARAN 2(}15

BUPATI TIAL}IAIIERA BARAT,

Menimbang: a. bahwa untuk mendukung kelancara-n pelaksanaan Program
dan Kegiatan serta tertibnya administrasi keuangan di
Satuan Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Halmahera Barat,
maka dipandang perlu menuqiuk Bendahara Pengeluaran
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran
2015;

b. bahwa Saudara MOHAMMAD SALEH RUMALUTUR yang
diusulkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran Badan Kesatuan
Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten
Halmahera Barat, dianggap cakap, mafilpu dan memenuhi
syarat serta memiliki kompetensi untuk melaksanakan
tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggararl
pada Satuan Keda Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Halmahera Barat;

c. bahwa berdasarka:e pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran
2075;

Mengingat : 1. Undanyundang Nomor 6O Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam
Wilayah Daerah Suratantra Tingkat I Maluku menjadi
Undang-und*g;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang*
undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undanyundang Nomor 46 Tahun L999 tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2OOO;
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4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO3 tentang
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten
Halmahera Selatan, Kabupaten Kepuiauan Sula,
Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan
di Provinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

6. Undang-undang Nomor
Perbendaharaan Negara;

1 Tahun 2AA4 tentang

7. Undang-undang Nornor 12 Tahun 2Al1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;

1O. Peraturan Pemerintah Nomor 58 ?ahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
KabupatenlKota;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OlL;

L3. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor L5
Tahun 2OO8 tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah
Kabupaten Halmahera Barat;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3
Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran
2015;

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Halmahera Barat
Nomor : 99OIO|/BKBPPM /2OLS tanggal 5 Januari 2O1S
perihal Pengusulan Bendahara.

MEMUTUSI(AI{ :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk saudara MOHAMMAD SALEH RUMALUTUR, NIp.
L974A8L6 2006A4 L Ol2, pangkat Penata Muda, Golongan
Ruang III.a sebagai Bendahara Pengeluaran pada Satuan
Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan perlindungan
Masyarakat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran
2015, dengan atasan langsung Pejabat Pengguna Anggaran
Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat Kabupaten Halmahera Barat.


